BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang tergali dan hasil analisis yang telah

dijelaskan, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor Penyebab Capaian Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

Kota Bekasi di Bawah Nasional

Menjawab pertanyaan penelitian mengapa capaian akses air minum jaringan

perpipaan Kota Bekasi masih di bawah target nasional? Penelitian ini

menyimpulkan bahwa:

1)

2)

3)

Perbandingan antara penambahan jumlah SR/akses air minum jaringan
perpipaan dan peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang. Secara
persentase, jumlah penduduk meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan
dengan penambahan jumah SR. Maka jika tidak ada upaya tambahan,
peningkatan akses air minum jaringan perpipaan (SR) Kota Bekasi tetap

akan di bawah target nasional.

Pembangunan sektor air minum kurang menjadi prioritas. Beberapa indikasi
ke arah itu terlihat mulai dari minimnya komitmen dan prioritas Pemda Kota
Bekasi terhadap pembangunan air minum yang masih tertinggal dari
pembangunan jalan bahkan mall, air minum juga masih kurang menjadi
prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi anggaran
maupun target, dan belum selarasnya target pembangunan air minum antara

pemerintah pusat dan daerah.

Pengelolaan DAK air minum belum cukup optimal. Kontribusi penambahan
SR dari kegiatan DAK saat ini akan lebih besar jika pengelolaan DAK air

99



minum lebih optimal. Kota Bekasi menyisaskan sekitar 10-20% alokasi
DAK air minum yang tidak terserap pada tiap tahunnya. Anggaran yang
tidak terserap tersebut sebetulnya bisa menjadi tambahan output perluasan
cakupan SR/akses air minum jaringan perpipaan. Optimalisasi pengelolaan
DAK perlu dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasin,

pelaksanaan, sampai dengan monitoring-evaluasi dan pelaporan.

4) DAK air minum berkontribusi terhadap lebih dari setengah penambahan SR
Kota Bekasi, sayangnya output kegiatan DAK air minum Kota Bekasi tidak
pernah mencapai 100%. Capaian output kegiatan DAK air minum berada di
kisaran 80% tiap tahun, artinya belum optimal. Capaian SR saat ini akan

lebih tinggi jika output DAK air minumnya juga tercapai maksimal.

5) Keterbatasan sumber air baku dan tingginya harga produksi. Air baku Kota
Bekasi sangat terbatas, sementara sebagian yang masih ada statusnya
tercemar. Imbasnya Pemda Kota Bekasi dan operator air minum harus
mengeluarkan ongkos lebih untuk menyediakan air bersih, padahal ongkos
produksi tanpa menambahkan ongkos air baku saja sudah terbilang tinggi.
Maka, peningkatan jumlah SR tiap tahun belum cukup signifikan untuk

mengejar target nasional.

2. Strategi Pemerintah Kota Bekasi Meningkatkan Capaian Akses Air

Minum Jaringan Perpipaan

Menjawab pertanyaan penelitian bagaimana strategi Pemerintah Kota
Bekasi dalam meningkatkan capaian akses air minum jaringan perpipaan?

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1) Perlu dilakukan percepatan peningkatan capaian akses air minum jaringan
perpipaan yang dapat dilakukan mulai dari optimalisasi bantuan atau proyek
dari pemerintah pusat, penambahan investasi untuk operator air minum,

meningkatkan dan menjamin kualitas dan kontinuitas layanan air minum,
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2)

3)

4)

penyesuaian tarif beli dan jual air minum, sosialisasi dan pendekatan
persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan, pemanfaatan idle capacity
yang masih ada, komitmen pengelola air minum daerah terhadap cakupan

dan kualitas air minum bagi seluasnya masyarakat.

Perlu peningkatan efektivitas pengelolaan DAK air minum mulai dari
penyusunan skala prioritas pembangunan infrastruktur dan dukungan
penguatan usulan kegiatan DAK, penguatan tim pengelola dan penyusunan
SOP untuk perbaikan kinerja, mengacu regulasi pelaksanaan dan realisasi
anggaran serta fisik kegiatan tepat waktu, penguatan koordinasi, kolaborasi
dengan seluruh pihak di berbagai level pemerintahan, serta mengundang

seluasnya keterlibatan masyakat.

Perlu memastikan dukungan sumber daya manusia (SDM) dan efektivitas
kelembagaan. Komitmen pemenuhan SDM perlu dilakukan mulai dari
penyusunan tim teknis pengelola DAK, dukungan SDM pada Dinas
pengampu air minum untuk pelaksanaan urusan pemerintahan, dan
dukungan SDM di level Perumda air minum untuk peningkatan layanan dan

jangkauan operasional.

Perlu memanfaatan semua potensi sumber pendanaan alternatif untuk
pembangunan air minum. Pemda dapat menginisiasi kerja sama pemerintah
dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan dan investasi di sektor air
minum dalam skala lebih besar, operator air minum dapat melakukan kerja
sama B to B dengan operator terdekat dan dunia swasta, dan perlu
melakukan pemetaan penggunaan anggaran pembangunan air minum

sehingga fokus dan target terpenuhi secara lebih efisien.
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B.

Saran

Untuk menjalankan strategi sebagai upaya meningkatkan capaian akses air

minum jaringan perpipaan, Pemda Kota Bekasi disarankan untuk melakukan

beberapa langkah antara lain:

1)

2)

3)

Menyusun kebijakan yang berfokus pada grand design prioritas pembangunan
infrastruktur, termasuk di dalamnya air minum. Grand design yang disusun
harus mengintegrasikan rencana tata ruang, kebijakan, strategi dan rencana aksi
yang sudah disusun, serta rencana bisnis Permuda/BUMD/BLUD pada tiap
sektor infrastruktur. Grand design kemudian lebih dioperasionalkan dengan
diintegrasikan pada dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga

memiliki kekuatan implementatif.

Meningkatkan komitmen pimpinan daerah baik eksekutif maupun legislatif
untuk memprioritaskan pembangunan air minum dalam perencanaan maupun
penganggaran sebagai bagian dari penerapan amanat undang-undang dan upaya
menghadirkan pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan dasar air minum

yang menjadi hak setiap warga negara.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mengoptimalkan capaian output dari
pembangunan infrastrtuktur yang bersumber dari dana transfer seperti DAK.
Efektivitas pengelolaan dilakukan sejak pengusulan DAK melalui penguatan
data dukung dan target yang selaras dengan grand design pembangunan
infrastruktur daerah dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian disediakan
SDM yang mumpuni dan proprosional untuk mengorganisasikan dan
melaksanakan kegiatan DAK, serta mengintensifkan koordinasi antar
stakeholder pengelola saat pelaksanaan, monev, sampai dengan pelaporan
kegiatan DAK. Sementara optimalisasi capaian output dapat dilakukan dengan
memastikan serapan alokasi DAK secara maksimal dan menjaga realisasi
pembangunan fisik dengan monitoring dan pengawasan internal yang ketat dan

melibatkan unsur kemasyarakatan.
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4) Memanfaatkan dan memperluas kerja sama dengan daerah dan operator air
minum lain seperti dengan Kabupaten Bekasi, dengan SPAM regional Jawa
Barat, dan dengan proyek strategis nasional yang menjangkau Kota Bekasi
terutama dalam penyediaan sumber air baku. Upaya memastikan stok air baku,
peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan air minum secara lebih luas
juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber pendanaan
alternatif baik dari hibah pemerintah dan swasta maupun dari kerja sama bisnis
dengan dunia swasta dan bisnis yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.
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